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DALAM HUKTIM PIDANAANAK

Oleh :

Nashriana SH.M.Hum
( Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya )

Abstro* : Upaya-uprya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin,

agar lrel.ak dapat berpartisipasi secara optimal bagi p;sm$sngunan bangsa
dan Negara. Pada halcikntnya, anak tidak dopat melindungi dirinya sendiri
terlrudap berbogai mcrcottt oficamon mentol, frsik, dan sosial dalam berbagai
bidaxg kehidupan dan penghidupannya. Bogi anak yong melakukan
keno*olw, Passl I ayat t jo Pasal 4 ayat I W No. i Tahm 1997 tentang
Pengadilan Anok mengatur bahwo usia minimum bagi anak yang dapat
dipertanggungiawabkan secora pidana odalah 8 tahun" Namun dalam
kenyataannya, bogi anak yong berusia di bowoh 8 tahun tetop dilalcukan
pemeriksaan sampai ke pengadilan, seperti pada kasus controversial yang
menimpa seorang ana* yang bernoma raju. Hal ini disebabkon karena
UU tersebat tidak mengotur secaro tegas pada tahap pemeriksaan mana
seolang ana*t harus memenuhi asia I tahun tersebut. Seharasnya UU
,nengafitr bahwa pada tingkat pemeriksaan tingkat kepolisian, usia mini-
mum tersebwt horus sudah dipenuhi, dan bukon ketika anak diperiksa
pada tahap persidangan.
Kflla Kunci : {ltgensi, Minimum Age Responsibility, Huhtm Pidana Anak

C.ara suaur maqrrakat meurperlalcukan anak, tidak haqra mercerminkan
krnlihs msa iba, hasat untuk melindungi dan memperhatikan analq

namunjuga mencemdnkankepekaannya akan rasakeadilan,
komitnennya pada masa drpan dan peranan pentfug

auk sebagai generasi penenrs bangsanya
(JavierPerrz de Cuellar, 1984

A. PEFTDAE{ILUAN
Perrbicaman tentang anak dan perlindungannyatidak akan pernah

berhenti sepaqiaag sejamh kehidupan, karena anak adalah generasi penerus
bangsa dm penerus pernbangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai

sfisrekpelaksanapembangrrunpngberkelanjutan danpernqgangketdali rnasa

depan suatu negar4 tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia
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berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indo-
nesia seutuhny4 menuju masyarakat yang adil dan makmrr, material spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anakt harus dimulai sedini mungkin, agar
kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 2 ayat (3) daoayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor
4 tahrur 1979 tentangKesejahteraanAnak, ditentukan bahwa : "Anak berhak
atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah

dilahirkan.Anakberhakatasperlindungan-perlindungan lingkunganhidupyang
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajal". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa

anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan

adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.2 Pada hakikatnya, anak tidak dapat
melindungi dirinya sendiri tedradap berhgai rnacam ancaman mental, fisilg dan

sosialdalamberbagaibidangkehidrryandanpenghiduparurya-Anakhanrsdibantu
olehormglaindalammelindungidirinl,4mengingatsituasidankondisinyayang
amat berbedadengan orang dewasa

Perlindturgan terhadap anak pada suatu masyarakat bangs4 merupakan
tolah ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai
dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa Kegiatan perlindungan
anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.3 Oleh karena
itu" perlu adanyajaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian

I Menumt Pasal I poin 2 UU Nomor 23 tahw2002 teltang Perlindungan Analg
perlindungan anak adalatr segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-halmya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan dislcrim inasi.

2 Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani,
maupun sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

3 MenrnutAMul Hakim G Nusantar4 perlindungan anak yang serupa ini merupakan
salah satu perlindungan rnelalui pendelcatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu
menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya (AMul Hakim G Nusantara, Hukum don Hak-
HokAnoh disuntung oleh Mulyana Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 23)

Pendapat serupa jugadiberikan oleh Irma Setyowati Soemitro, bahwa perlindungan
anak mencakup duapengertian, yaitu : perlindungan yang bersifat yuridis (publik dan
keperdataan), dan perlindungan yang bersifat non yuridis (sosial, kesehatan, dan
pendidikan).

Irma Setyowati Soe mitro, Aspek Huhtm Perlindungan Anak, Bwri Aksm4 Jakarta,
l990,hal. t3
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hukum perlu diusatrakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan

menpegah penyelewenganyang membawa akibat negatifyang tidak diinginkan

dalanpelaksaraarkegidanperlindrmgananak.aUntukitu,kegiatanperlindungan

anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan

danperaturan yangmengaturmengenaiperlindungan

hak-hak anak Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-

perattran tersebuts

ft*uit dengan perlindungan anak yang mernpunyai hambatan kelakuan,

pada turggal I 9 Desenrber I 996, Deuan Perwakilan Rakyat telah menyett{ui dan

nrensahlwrRarcmg@Udmg-UrdmgfbrMngpengadilalAnalq menjadi Urdmg-
Urdang pngkerndiar dirmdmgfuan pada hngpl 3 Janr:ari l 99T dan mulai berlaku

pada tanggal 3 Januari I 998 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tatnrn I 997

Nomm 3 I thrnMrmlernbmanNegra Republik kdonesiaNo. 3668). Rancangan

Undang-Undang t€rsebut diintooduksikan sejak tatrun 1967, yarryMkurang
lebih setelah 30 tahr:n sampai Undang-Undang tersehrt disahkan"

Dalam undang-rmdang ini, telah mengatur secara komprehensifterkait
hukum pidanamaterial, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana

bagi anak fng melakukan kenakalan. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang

sangat besar, kmena selama ini pengaturan yang terkait dengan anak yang

menemui hambatan kelakuan, diatur secara tersebar dan disatukan
pengaturannya dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dalam
rxdmg-rmdang terseht dapat ditemukanperumusan- perumusan isi ketentuan

yang tentusaja mengalami perubahan baik secara prinsiplmaupuntidak.
Antara lain tentang pengertian "Anak Nakal'{, tentang batas umur minimum
dalarr kaitan pertanggungiawaban pidana ( minimum age responsibility) dan

sebagainya
Pemberlakuan undang-undang tersebut menunjukkanpo litical will

pemerintah untuk lebih melindungi anak terhadap segala bentuk kekerasan,

a Arif Gosita, M as alah Korban Kej ahat an, Akademika Pressindo, lakarta, 1993,
h6L222

5 Nursyahbani Katjasungkana, Lemabaga Perlindungan Anak : Prospek dan
Permasalohawrya, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana III, dalam
buktt Penasymakatan Terfpidana Anak dan Wanita Dalom Masyarakat Yang Sedang
Membangun, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 53

6 Dalam Pasal I butir 2 uU No. 3 tahun l 997dirumuskan bahwa Anak nakal adalah
: (a) anak yang melakukan tindak pidana, atau (b). anak yang melakukan perbuatan yang
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan yang
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan
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terutama bagi anak yang kebetulan mempunyai hambatan kelakuan. Dalam

menghadapi anak yang mengalami masalah kqlakuan tersebut, pemahaman-

pemahaman dan pendekatan-pendekatanyang dilalaftan lebih berorientaSi pda
pembinaan dan pendidikan yang didasari atas asas kemanfaatan, rasa

Lmggwgf awab, dan penuh kasih sayang, kar, ena anak mempunyai sifat dan ciri

khusus yang amat bertreda dengan orang dewasa Dengan kata lairU pemahaman

dan pendekatan secara kemanusiaanlhumaniter akan sangat dibutuhkan oleh

analq atas beberapaPertimbangan :

l. Didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan/

humaniter terhadap pribadi anak-anak dan remaj a;

2. Kebutuhanakanperawatandan terhadapanak-anakdan

remaja yang nakal, bermasalall dan menjadi masalah sosial, disebabkan

oleh ketidak-dewasaan mereka;

3. Untuk menggolongkan anak dan remaja delinkuen tersebut ke dalam

sat katagori yang berbeda dengan katagori kriminalitas orang dewasa;

, 4. Untuti menerapkan prosedur-prosedur peradilan., penghukuman,

penyembuhan, dan rehabilitasi khusus, terutama sekali utnuk

menghindarkan anak-anak dari pengalaman taumatis yang tidak perlrr

serta melindungi mereka dmi tindakan-tindakan manipulatif oleh or-

ang-orang dewasa;

5. Adanya tug as 
o parens patriae ' sebagai orangtua dan bapak oleh or-

ang dewasa dan masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut
bertanggungiawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-

anak dan remaja yang terhalang proses perkembangan mental, dan cacat

secara sosial.7

Terkait denganpembatasan umgr sebagai salah satu asas pengadilan

anak, Pasal 1 butir I Undang-UndangNo. 3 tahun 1997 tentangpengadilan

Anak merumuskan bahwa Anak adalatr orang yang dalam perkaraAnak Nakal

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin; dan dalam Pasal 4 merumuskan

bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

sekurang-kurangnyaS (delapan)tatruntetapibelummencapi 18 (delapanbelas)

tahun dan belum pemah kawin. Kemudian dalarn ayat Q)-nya dinyatakan bahwa

: dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anakyang

? Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaia, Rajawali, Jakarta, 1986,

hal.25

714 Sinbur Cabay Na 36 Tahun XIII Mei 2008 llJlVNa 141104614



bemanglflrtan rnelaraapaui batas umurtersebut, tetapi belum mencapai umur 2 1

(dua puluh satu) tahuq tetap diajukan ke sidang anak.

Memperhatikan rumusan tersebut di atas, di dalam praktiknya ternyata

aparat penegak hukurn yang terkait dengan sistim peradilan pidana anak, ada

yang tidak mearperhatikannya. Sebagai contoh terjadi pada kasus yang sempat

ruer{adi "aib- yang menc€reng " wajah" peradilan di Indonesia, yaifu kasus

Rajru Kontroversial yang terjadi karenaterabaikannya hak-hak Raju, - yang
notak seomng anak yang sangat memerlukan perlindungan dari orang dewasa

- yaitu setelah diteinuinya f,akta oleh anggota Komisi Yudisial (KY), hawadi
Yoenoes, yang rnelakukan kunjungan ke Paluh Manis, kecamatan Langkat,
Srrnatema Utra, pada Senin (2712) dan marguripulkan keterangan dari keluarga
Raiu, Keluuga fteluarga korban). Polres Langkat dan Kejaksaan
Negedl-angtat.karryadirrenyatakan,indikasipelanggaranituditemukansetelah
perelus.man KY rrrenemukan umrn Raju yang tercanturn dalam Surat Dakwaan
adalah tujuh tahun delapan bulan.8 Yang sebenarnya telah disuarakan oleh
Jonathan Fanggabean dan Suryani Guntari (StafDivisi Hukum Pusat Kajian
dan PerlndunganAnak /PKPAMedan), sehingga menurut merekapersidangan
yang tetah dijalard oleh Raju selarna ini tidak sah, walaupun menurut Hakim
ArHk Thxrrnaida bahwa berkas perkara yang masuk ke pengadilan ketika Raj u
t€lah berusiadelryan khun satu bulan. e

Peri*iunaknsebtt keryratamrya sangat berdampak bagi Raju png hanya
melakukan kermkalan aruk-.flak sryerti lajimnya anak-anak yang lainApa yang

terlihat pada tayangan rnedia televisi bahwa secara nyata ada beban mental

5,ang berd hgi Raia smrang anak kocil yang men$adi korban stuktural hanya
karena perkelahian antara sesama anak-anak. Hal ini menjadi pertanyaan :

mengqpa apard penegak hukum tidak memperhatikan sekaligus memahami
ket€dhmnrry&ngaudanglargrnerurnuskan usiaminimrmanakyang kebetulan
rsrgal,ami hambaar kelalaran" apakah mereka tidak mempunyai hati nurani
bhwa tindakan yang salah bagi anak akan sangat berpengaruh pada
pdffibmgaljiuasi maksnrenmaurdang-undang semdiri telahmenrrruskan
bahura anakaak memiliki *ciri 

dan sifat khusus" yang berarti membutuhkan
perlakuan dan tindakan yang khusus pula. t0 Apakah aparat penegak hukum
jugatidak merrahami landasan filosofi s yaitu semata-mata demi kepentingan

t Hq:/fimrqtlfuApeg.Cglq Kasus Raju coreng Peradilan Indonesia, diakses
tuggal 15Februari2007

e Hup://www.republika.co.id, Kosus Raju,: PanggungSiapa?, diakses tanggal03
Meitr07
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perkembangan anak, sehingga pengaturan m inimum oge dalampenanganan

terhadap anak nakal sangat dipqntingkan? Karena itu pertanyaan yang akan

dibahas adalah : Apakah batas minimum yang dinrmuskan dalam Pasal 1 butir I
jo Pasal 4 ayat(l) UU No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak adalah

batas minimum kelika'anak diajukan ke sidang anak (tahap pemeriklqan

pengadilan) ataukah ketika pada tahap pemeriksaan tingkat penyelidikan/

penyidikan?

B. ASAS.ASAS PENGADII/AI\IANAK

Sebagaimana telatr diuraikan di atas bahwa dengan eksisnya Undang

undang Nomor 3 Thhun I 997 (LNRI 1997 No: 3, TLNRI 3668) dengan titik
tolak ketenhran Pasal 68 UU No. 3 Tahun 1997 ,nallasejak tanggal 3 Januari

1998 dalampraktikperadilan Indonesiatelahadaunifikasihukumtrntukpraktik
pengaditan anak. Oleh karena itu untuk melaksanakan UU No. 3 tahun 1997

tersebut maka dalam praktiknya Menteri kehakiman Rl mengeluar{<an Keputusan

Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.P\V.07.10 Thhun 1997 tanggal24

Desember 1997 tentangTata tertib Persidangan dan tata Tertib Ruang Sidang.

Karena itu, Lilik Mulyadi yang krprofesi sebagai seorang hakim

menyatakan bahwa dengan diterbitkanyaLflJ No. 3 tatrun I 997, dapat dikatakan

telah berakfiirlah suatupedalanan par{ang dari sdmhramngrnrndang-undang

PengadilanAnaliyangtelatrmulaidibahas, dikaji, dan diajukan sejak sekitar

tahun I 970t t. Memang, apabila ditinjau dari proses pembentukanny4 UU No-

3 tahun 1997 temyataperjalanannya begitu terjal dan berliku-liku. t2

Dalam Undang-Undang PengadilanAnalq dit€xnukan asas-a$s yang

membedakan dengan asas-asas yang dipenmfukkan bagi orang dewasa yang

melakukan tindak pidana. Asas-asas tersebut yaitu : 13

r0 Lihat Konsideran UU No. 3 tahun 1997 tentang PengadilanAnak
I I Di Indonesia secara sosiologis perhatian tertradap anak-anak telah lama dilakukan,

terbukti dari berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh pemerintah

maupun badan-badan sosial seperti : yayasan Pra Yunrana dan \Visma Permadi Siwi.

Secara interdepartemental antara Depdikbud, Depneker, Depkes, dan mahkamahAgung

pada tanggal 13 Oktober 1970 diselengarakan Workshop mengenai masalah anak dan

pemuda dalam kaitannya dengan hukum pidana anak dan acara pidana, pendidikan,

sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesiq- Teori, Praktik dan

P ermas alahanrrya, Mandar Madju, Bandung, 2005, hal. I I
12 Darwan Prints, Hukum Anak di Indonesiq Citra Aditya Baliti, Bandung,2003,

hal. l0
r3 Lilik Mulyadi, Op.Cit, Hal. I 5 dst. Lihat juga Darwan Prints, Ibid, hal. I 5-16
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a. Adanya Pembatasan UmurAnak
Dalam ketentuan UU No. 3 tahun I 997 dikenal adanmya pembatasan umur
anak untuk dapat diadili dalam sidang anak . Menurut ketentuan Pasal 1 ayat
( I ), Pasal 4, dan Pasal 5 menyatakan bahwa anak yang telah mencapai umur 8
tatrun te*api belrrn merrcapai l S tahun dan belum pemah kawin dapat dihadapkan

ke sidang anak Komkretry4 batas umw minimal adalatr 8 (delapan) tahun dan

batas maksimal adalah I 8 (delapanbelas) tahun.
Adapun latar belakang pembentuk UU (l,egislator) dalam menentukan batas

umurminimum danmaksimum (minimum age dan maximum age responsi-
bility) olehl<arempada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak
dapat dianggap sullatr mempunyai rasa tanggungjawab. Memang pada dasamya

hampir kebanpkan negara batas umur minimum hanya berlaku bagi anak nakal
(delinquent child) sedangkan bagi anak terlantar (neglected chilAidak
ditemukanbmsminimum.

b. PengadilanAnakmenrpakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum
Bertitik tolak pada ketentuan Pasal I Angka2,Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 40
UU No. 3 tatrun 199.7 ,bahwasidang pengadilan anak bertugas dan berwenang
memeriks4 memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara
yang berlaku hukum acara pengadilan anak, karena status pelakunya maka
pengadilan.anak adalatr di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang berada
di liingkungro Pe,radilan Umwn

c. Ruang Lingkup Masalah dibatasi
Masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas
menyangkd perkara Anak nakal.

d. Ditan gani Pejabat l(husus
UU No. 3 tatrun 1997 menentukan perkara anak nakal ditangani oleh pejabat-
pejabat l*rusus, seperti :

a. DitingkatpenyidikanolehPenyidikAnak
b. DitingkatpenuntuanolehPenuntutAnak
c. DitingkatpengadilanolehFlakimAnalqHakimbandingAnalgdan

hakimKasasiAnak
d. BerperannyaPembimbing Kemasyarakatan,baikdariDepkeh,

Depsos, atau Pekerja sosial sukarela.
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e. Memeriksa dalam suasana kekeluargaan
Dalam sidang anaf; memang diperlukan pemeriksaan yang menimbulkan suulsana

kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala

perasaannya, peristiwa yang terjadi, latar belakang kejadian secara jujur,

terbuka, tanpa tekanan, dan rasa takut. Oleh karena itu, polisi, jaksa, hakim

dan penuntut umum tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan

dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan

beserta orangtu4 Penasihat hukum, dan pembimbing Kemasyarakatan.

f. Keharusan adanya *splitsing" perkara
Apabila anak melalarkan kejahatan bersama-sama dengan orang dewasa atau

anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia, maka anak tersebut harus

di sidang pada sidang anak, dan orang dervasa diajukan ke sidang dewasa atau

mahkamah Militer. Memang ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis, dan

karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang

dewasa.

g. Bersidang dengan HakimTirnggal dan hakim anak ditetapkan oleh

Ketua Mahkamah agungRl

Pada dasarnya hakim yang memeriksa perkara anak nakal, baik di tingkat

Pengadilan Negeri, Banding, atau kasasi dilakukan dengan hakim Tunggal.

Dalam hal tertentu saja hakim yang memeriksa adalah hakim majelis. Dan untuk

bertugas sebagai hakim anak, sebelumnya harus ada Surat Keputusan

pengangkatan dari ketua MahkamahAgung RI.

h. Masa Penahanan Lebih Singkat
Apabila dibandingkan dengan ketentuan penatranan bagi orang dewasa sesuai

ketentuan UU No. 8 tahun I 981 tentang KUHAP, maka penahanan bagi anak

ditentukan lebih singkat. Penahanan diatur dalam Pasal 44 sampai 50 UU No.

3 tahun 1997 dimanuuntuk tingkat penyidikan berlaku selama 20 hari dan

dapat diperpanjang selama 10 hari; sementara masa penahanan tingkat
penuntutan selama 10 hari dan dapat diperpanjang selama I 5 hari; sedangkan

untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, masa penahanan selama I 5 hari

dan dapat diperpanjang selama 30 hari
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i. Diperlukan kehadiran orangtua, wali, atau oangtua asuh serta
diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam UU No. 3 tahun 1997 khususnya pada hukum acara di depan
persidangan, makakehadiran orangtua, wali, atau orangtua asuh sangatlah
penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi
lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di
satu pihak sedangkan di lain pihak diharapkan orangtua, wali, atau orangtua
asuh diharapkan dapat rnendengarkan keluhan, beban, dan penrrasalahan si
anak secara lebih cermat dan seksama. Sementara diperlukannya {embimbing
Kemasyarakatan adalah untuk menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk

Laporan Penelitian Kemasyarakataru menyangkut data individuanah keluarga,
pendidikarl dan kehidupan sosial anak, yang diakhiri dengan kesimpulan atau
pendapatnya.

i Penjafuhan Pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa

Secara substansial, pada hakekatrya anak nakal dalam persidangan anak dapat

dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Sanksi Pidanaterdiri dari pidanapokok
(penjara, kurungan, denda dan pidana pengawasan) dan pidanatambahan (
perampasan barang-barang tertenta danatau ganti mgi); sementara

tindakan berupa :pengembalian kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh,
menyerahkan kepada Social, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial
atau Orgariisasi Sosial Kemasyarakatan.
Terhadap pidana pokok benrya pidana penjara kunrngan, dan demd4 ketentuan

UUNo. 3 tahun I 997 mengatrr bahwa bagi anak nakal tersebut diarcun dengan

seperdua dari ancaman oxang dewasa.

C, UXGEN^S/ PENGITUIUN M,INIMT]M AGE RESPONSIBILITY

Porgertian kernkalan anaktidak dirumuskan secara eksplisit dalam UU
No. 3 tahun 1997 tentang PengadilanAnak. Yang dirumuskan adalah pengertian

tentangAnak nakal. Dari terminologiny4 kenakalan anak diambil dari istilah
asing Juvenile Delinquency. Juvenil e artinya young anak-anak, anak mud4
ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khias pada periode remaja,'
sed4ggkan De I inquenqr, arfrny a doing wrong, terabaikan/mengabaikaq yang
kemrf,ian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggan peraturdn,
pembuat ribut, pengacau dan lain-laint4

14 til/agiati Soetdjo, Hukum PidanaAnah RefikaAdiama, Bandung 2006" hal. 8-9
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Bagi anak-anak yang melakukan kenakalan, tentu saja dapat diancam

dengan sanksi. Hanyasajayangmenjadi pertanyaan : sanksi apayang cocok

bagi anak dan berapa usia anakr5 1,ang dapat dipertanggungiawabkan secara

pidana Terkait denganjenis sanksi, UUNo. 3 tahun 1997 telah mengatu secara

jelas seperti yangtertuang dalam Pasal 23 dan Pasal24 UU No. 3 tahun 1997,

hanya saja penggunaannya dibedakan antara anak-anak yang telah rnelalarkan

tindak pidana (sama halnya dengan tindak pidana orang dewnsa) ; atatipun anak

nakal yang melakukan yang terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundangan matpun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku

dalam masyarakatyarig bersangkrtan.t6

Dalam kaitim dengan usia berapa anak dapat dipertanggungiawabkan

secara pidana, memmg tiaptiap negara di dunia ini beragam dalam kebijakan

forrnulasinya Sebagai gambaran dapat dilihat pada rumusan berikut :

e Arnerika Serit<at, 27 ryarabagianm€nentulcnbafas urnu antara 8 - 18 tahm,

wrtara 2T rryrabagian hinnl"a nmrrnuskanbatas urntr an ak 8 - I T tahuU

- Ingglis, menentukan batas umur antara I 2 - 1 8 tahun;

- Ausbralia di kebaqakannegara. bagian menentukan batas umur antara 8

- 16tahrm;

'F Belandamenentukanumttrantara 12 - I 8 tahun;
G? Srilaagka menentukanunnr antara 8 - 16 tatrun;

- kan, menenttrkanumurmtara6 - 18 tahun;
c Korea, menentukanumurantara 14- 18 tatrun

- Filiphina, rnensntukmumurantara 7 - 16 tahun.

'= Jepang; merentukmumurantara 14- l8 tahun. Dsb

Memang penentuan usia minimunt dalam kaitan dengan

pertanggUngiawaban pidana bagi anak yang telatr melakukan kenakalarU

dirasakan sangat penting" sehingga pernatr ada Seminar tahun I 95 3 di Rio de

Janeno yang merrgambil bdas usia minimal I 4 tatrun.

Selanjutnya bagaimana batas usia pemidanan di Indonesia? Terkait

dengan usia anak, dalam hukum positiflndonesia tidaklah seragam. Sebagai

15 Singgih Gunarso mengf,lasifikasikan prkembangan usia anak hingga dewasa

dapat dibagi menjadi lima yaitu : (a) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 uhun; o)
remaja dini, seseorang yang berusia 12 - 15 tahun; (c) remaja penuh, seseorang yang

berusia 15 - 17 tahun; {d) dewasa muda, seseorang berusia 17 - 21 tahun; dan (e)

dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Singgih Gunarso dalam Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency- Pemahaman

dan Penanggulangonrrya, Citraaditya Bakti, Bandung 1997, hal. l0
16 Lihat Pasal 25 UU No. 3 tahun 1997 tentang PengadilanAnak
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contoh dalam hukum perburuhan (UU No. l 4 tahun I 948), Pasal I ayat ( I )
mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur I 4 tahun
ke bawah; Dalam hukum Perdata, Pasal 330 KUHPeT merumuskan bahwa
orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 2 I tahun
dan belum kawnr, tetapi menyangkut masalah usia pemidaan anak di Indonesia
telah ditegaskan Dalam Pasal I Angka I jo Pasal 4 Ayat(l) UU No. 3 tahun
I 997 tentang Pengadilan Anak

Pasal I butir I Undang-UndangNo.3 tahun lggTtentangpengadilan
Anak merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkaraAnak Nakal
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18
(delapanbelas) tahun dan belumpernah kawin; dan dalam Pasal 4 merumuskan
bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah
sekurang-kurangnyaS (delapan)tahuntetapibelummencapai l8 (delapanbelas)

tatrun dan belum pemah kawin
Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiati Soetodjo menyatakan

bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia
berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah urnur, sehingga berhak
mendapat keringanan hukuman derni menerapkan perlakuan yang khusus bagi
kepentingan psikologi anak. t 7

Apa yang diungkapkan oleh Wagiati tersebut sebetulnya menjadi
pertanyaan, apakah memang pembenhrk undang-undang (legislator) memang
telah tegas mengatur tentang usia minimum anak dalam kaitan dengan
pemidanaan, sebetulnya belumlah demikian. Padahal menwut BardaNawawi
Arief bahwa Tahap kebijakan formulatif/legislatif adalah tahap yang paling
shategis dari rangkaian tahapan dalam penegakan hukum pidana.ts

Ketegasan pembentuk undang-undang sudah sewajamya dipertanyakarq
karena tidak dirumuskannya pada tingkat pemeriksaan mana seorang anak
yang telah berusia 8 tahun dan telah diduga melalcrkan tindak pidana tersebut,
dapat diproses dalam proses peradilan pidana pidana anak. Apakah padatingkat
penyelidikan/penyidikan _ yang notabene sebagai garda terdepan dari proses
peradilan pidana- ataukah pada tingkat ketika anak tersebut dihadapkan pada
pemeriksaan di sidang anak. Dari tidak adanya ketegasan tersebut, maka

dalam praktiknya kasus-kasus seperti Kasus Raju yang konfioversial
tersebut.

tTWagiati Soetodjo, Op. Cit, hal.26
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidona, citra Aditya

Bakti, Bandung, 1996, hal. 6
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Mentrut hemat penulis, usia 8 tahun sebagai usia minimum anak dalam
kaitandenganprosesperadilananals, akanlebihmengenaapabiladitentukanpada

di tingkat penyelidikar/penyidikan dan bukan ketika anak diperiksa
dan dihadapkan di sidang anak. Hal ini akan lebih manusiawi karena hal tersebut

menunjukkanbatrwaaparatpenegakhukum telahmernahamimalffradanjiwa dari
ditentukannyatsiaminimum8 tahun,yangapabiladiperhatikanapayangtennnus
dalam peratur:an di negara lain, adalah usia yang cukup rendah. Dalam Dokumen
Intemasional-pun telah merekomendasikan bahwa rn inimuni age bagi anak yang

telah melakukankenakalaq sebaiknyajangan ditentukanterlalurcndah.te

Lalu siapa yamg menentukan bahwa anak tersebut telah cukup usia 8
tahirnataubelum, menuruthematpenulis adalahtugastersebuthzrnrs dilakrftan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang memang dalam kaitan dengan proses

peradilan pidana anak sangat penting keberadaannya. Dalam Pasal 34 UU No.
3 tahun 1997 dirumuskan bahwa :

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 hurufabertugas:
a. membantu memperlancarfugas penyidik, penuntut umum, dan

hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar
sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitiann
kemasyarakatan;

b. membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyara! pidana
pengawsarl, pidanadend4 diserahkan kepada negara dan harus

mengikuti latihan kerja atau anakyang memperoleh pembebasan

bersyarat dari lembaga Pemasyarakatan

Dari bunyi pasal tersebut terutama Pasal I huruf a jelaslah bahwa
Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas memperlancar tugas
penyidikan,karenadarihasilpenelitianyangdilakukannyadapatdiketahuidata
individu anak termasuk berapa usia anak.

Apabila dengan bantuan pembimbing Kemasymakatan telah diketahui
bahwaanakmemangtelatrbenrsiaStahun,makaprosespenyelidikan/penyidikan
dapat terus dilalcukan. Tetapi apabila kemudian temyata anak tersebut belum

te Perhatikan The United Nqtions Guidelines for the Prevention ofJuvenile Delin-
quency (The Riyadh Guidelines) dalam Resolusi PBB No. 45ll 12 tanggal 14 desember
1990; dan The United Nations Standard Minimum Rules for the Administrations of
Juveniles Justice (The Beijing Rules).

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, & Yictimologi,
Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 62 - 67 .
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berusia 8 tahlm- seperti Raju yang diketahui kemudian benrsia 7 tahun 8 bulan

- maka konsehrnsinya proses penyelidikan/penyidikan bagi anak bCIdasa*an
hulemhmus.lihentr'kan dan anakdikembalikmt@orangEra'ryabilamenunrt
penyidik knlau orangtua masih dapat membila si analL tetapi epabila menurut
penyldikanak tidakdapat dibina lagi oleh orangnra wali, mu oangtua asuhnya

maka diserahkan kepada Departemen Sosial stelatr mend€ngan pertimbangan

dari Pembimbing Kemasyarakaran.m

D. PENUTT}P

Walauprn uUNo. 3 tahun I 997 telah menganr secaa komprehensip terkait
dengan huhm pidana materiil, hukum pidana fomril, dan hukum pelaksanan
pidanabagi anakpngtelah melahkankenakalan, namunkenyataannya masih
ditemuinya kurang ketegasan dari pembentuk undang-undang. Yang patut
di@drmalrlzrhmenyangku pengature te"ttang usia minimum amk dalam
kaitanrlenganpertanggungt ualaryntelahdiatrnsecarategasusia
minimunr adalah 8 tahun, namur tidak ditenalkan pada tingkat
mana usiatersebut harus dipenuhi s[s[ 5l anak. Karenaitu, pemenuhan usia
minimum anak haus diperuhi ketika nnak dalam pem€nl$am'rgkat kepolisian
[fu[ ffi atas pertimbangap : kemanusiaan es dasar perkembangan psykologi
anak, komparasi yang dilakukan terhadap negara-negara lain, juga
memperhdikan nrmusan yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997
bahqra anak yang belum berusia 8 tahrm yang terkait dengan kenakalan,
prosemya dihentikan di tingkat kepolisian- Dalam kaitan ini bantuan dari
Pembimbing Ke,masyarakatan sangat diperlukan rmtuk memberi data terkait
dengan usia yang sebnamya dmi anak tersebut. Karena itu perlu dilakukan
pengafirrmkembali dalamtatrap formulasi tedrait denganusiaminimum anak
dalm kaitm dengan pertanggrmgiaunabm pderra. (minfuaun age rcspnwibil
,4r). Selain iu@i ryrat penegak hukrm ymg telah diberi amanat oleh undang-
rmdmrg untuklebih berhari-hati dalam mengffiryi kasus analL karena anak
tetaplah anak yang harus dilakukan pendekatan dan tindakan yang khusus
seme-mata demi kepentingan anak

il tihat Pasal 5 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak
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